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Abstract 

This research aims to analyze career development among police officers in improving performance 
quality at the Criminal Investigation Unit (Satreskrim) of the Tomohon Police Department. The study 
used a qualitative descriptive method with data collected through interviews, observations, and 
documentation. The results show that career development efforts remain suboptimal due to limited 
training quotas, lack of developmental education, and ineffective promotion processes. It is 
recommended that training programs be made more relevant and competency-based promotion 
systems be improved to support optimal performance. 
 Keywords: Career development, police performance, promotion, training. 

 
Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengembangan karir anggota kepolisian 
dalam meningkatkan kinerja di Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Tomohon. Fokus 
penelitian ini adalah pada aspek pendidikan, pelatihan, dan promosi jabatan yang menjadi bagian 
utama dalam pengembangan karir. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik 
pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa pengembangan karir belum optimal akibat keterbatasan kuota pelatihan, tingginya beban 
kerja, serta kurangnya sistem promosi berbasis kompetensi dan kinerja. Diperlukan perbaikan sistem 
pengembangan karir yang lebih terstruktur dan adil agar dapat meningkatkan profesionalisme dan 
kinerja anggota Satreskrim. 
Kata Kunci: Pengembangan karir, kinerja, pendidikan, pelatihan, promosi jabatan 

 

PENDAHULUAN 

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan elemen paling strategis dalam setiap 

organisasi, termasuk dalam institusi kepolisian. Tidak seperti sumber daya lain seperti modal 

atau teknologi, SDM memiliki kemampuan berpikir, berinovasi, dan beradaptasi terhadap 

perubahan lingkungan. Dalam konteks kepolisian, SDM tidak hanya bertugas menjalankan 

perintah, tetapi juga dituntut memiliki integritas, profesionalisme, dan kemampuan teknis 

yang mumpuni untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, 

pengelolaan dan pengembangan SDM menjadi kunci utama dalam memastikan institusi 

kepolisian mampu merespon dinamika sosial yang semakin kompleks (Cao et al., 2022; Gong 

et al., 2020; Wawointana et al., 2019). 
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Seiring berkembangnya tantangan di bidang penegakan hukum, anggota kepolisian 

dihadapkan pada berbagai situasi yang membutuhkan kompetensi tinggi, baik dalam aspek 

teknis, etika, maupun komunikasi publik. Tidak cukup hanya mengandalkan pendidikan dasar 

kepolisian, setiap anggota harus terus mengasah kemampuan melalui program 

pengembangan karir yang sistematis. Pengembangan karir menjadi instrumen penting untuk 

meningkatkan kapasitas individu, memperluas wawasan, serta mempersiapkan anggota 

dalam menghadapi tugas-tugas yang semakin beragam dan berat (Mantiri, 2019; Marcos et 

al., 2019; Margareth Rantung et al., 2023; Townsend & Loudoun, 2024). 

Pengembangan karir dalam kepolisian meliputi beberapa aspek utama, yaitu 

pendidikan lanjutan, pelatihan fungsional, serta sistem promosi jabatan yang adil dan 

transparan. Pendidikan dan pelatihan tidak hanya berfungsi sebagai formalitas administratif, 

tetapi menjadi media transformasi pengetahuan dan keterampilan. Dalam dunia modern 

yang ditandai dengan kemajuan teknologi dan meningkatnya kejahatan siber, misalnya, 

anggota kepolisian dituntut untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang kejahatan 

digital, forensik modern, dan teknik investigasi berbasis teknologi (de Maillard & Savage, 

2022; Watson et al., 2022). 

Di Indonesia, kerangka hukum mengenai pengembangan karir anggota kepolisian 

telah diatur dalam Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2022 tentang Pembinaan Karir Pejabat 

Fungsional. Regulasi ini menekankan pentingnya pengembangan karir berbasis kompetensi 

dan kinerja, bukan semata-mata berdasarkan senioritas atau faktor non-objektif lainnya. 

Namun, implementasi di lapangan, khususnya di satuan seperti Satreskrim Polres Tomohon, 

masih menghadapi berbagai tantangan. Keterbatasan anggaran, kuota pelatihan yang minim, 

serta belum optimalnya sistem evaluasi menjadi hambatan utama dalam upaya 

pengembangan karir yang ideal. 

Hasil observasi awal menunjukkan bahwa sebagian besar anggota Satreskrim Polres 

Tomohon belum mendapatkan akses yang memadai terhadap program pendidikan dan 

pelatihan. Padahal, penyidik di Satreskrim memerlukan keterampilan khusus dalam 

menangani berbagai kasus kriminal yang kompleks, seperti tindak pidana korupsi, cyber 

crime, hingga kejahatan lintas negara. Kurangnya pelatihan yang relevan dapat berdampak 

langsung pada kualitas penanganan kasus dan efektivitas kinerja satuan. 
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Selain itu, sistem promosi jabatan yang belum sepenuhnya berbasis kompetensi juga 

menjadi persoalan tersendiri. Anggota yang berprestasi belum tentu mendapatkan 

kesempatan promosi jika sistem yang berlaku tidak transparan dan objektif. Hal ini berpotensi 

menurunkan motivasi kerja dan semangat untuk mengembangkan diri. Di sisi lain, beban kerja 

yang tinggi sering kali membuat anggota lebih fokus pada penyelesaian tugas harian 

dibandingkan mengikuti program pengembangan diri (Filstad & Karp, 2021; van Berkel et al., 

2022). 

Oleh karena itu, penguatan sistem pengembangan karir yang terintegrasi dan 

berkelanjutan menjadi kebutuhan mendesak. Diperlukan komitmen dari institusi untuk 

memperluas akses pendidikan dan pelatihan, memperbaiki sistem promosi berbasis 

meritokrasi, serta menciptakan budaya kerja yang mendukung pengembangan kompetensi. 

Dengan demikian, diharapkan kinerja anggota Satreskrim Polres Tomohon dapat meningkat 

secara signifikan, sejalan dengan tuntutan profesionalisme dalam penegakan hukum di era 

modern. 

Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :  

1. Bagaimana pelaksanaan pengembangan karir anggota kepolisian di Satreskrim Polres 

Tomohon? 

2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam proses pendidikan, pelatihan, dan promosi 

jabatan di lingkungan Satreskrim? 

3. Bagaimana pengaruh pengembangan karir terhadap peningkatan profesionalisme 

dan kinerja anggota Satreskrim Polres Tomohon? 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitiannya adalah adalah : 

1. Menganalisis pelaksanaan program pengembangan karir anggota kepolisian di 

Satreskrim Polres Tomohon. 

2. Mengidentifikasi dan menjelaskan kendala-kendala yang menghambat proses 

pendidikan, pelatihan, dan promosi jabatan. 
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3. Mengevaluasi dampak pengembangan karir terhadap peningkatan kinerja dan 

profesionalisme anggota Satreskrim. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang 

bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam fenomena terkait pengembangan karir 

anggota kepolisian di Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Tomohon. Pendekatan 

kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami realitas sosial, pandangan, 

serta pengalaman subjek penelitian secara holistik. Fokus utama penelitian ini adalah 

mengeksplorasi bagaimana proses pendidikan, pelatihan, dan promosi jabatan dilaksanakan, 

serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasinya (Sousa et al., 

2023; Tong & O’Neill, 2020). 

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data 

primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan anggota Satreskrim, pejabat 

struktural, dan pihak terkait lainnya yang berkompeten dalam proses pengembangan karir di 

lingkungan Polres Tomohon. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti 

dapat menggali informasi yang lebih luas dan fleksibel sesuai dengan dinamika lapangan. 

Selain itu, observasi langsung dilakukan untuk melihat kondisi nyata terkait pelaksanaan 

tugas, partisipasi dalam pelatihan, serta suasana kerja yang mempengaruhi pengembangan 

karir (Adams & colleagues, 2022; Murphy-Oikonen et al., 2023). 

Data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumentasi, meliputi dokumen resmi 

seperti Peraturan Kapolri, data personalia, laporan pelaksanaan pelatihan, serta arsip terkait 

promosi jabatan. Dokumen-dokumen ini menjadi pelengkap data primer untuk memperoleh 

gambaran yang lebih utuh mengenai kebijakan dan praktik pengembangan karir di Satreskrim 

Polres Tomohon. Penggunaan berbagai sumber data ini bertujuan untuk meningkatkan 

validitas temuan melalui teknik triangulasi (Alfes et al., 2025; Bahasoan et al., 2019). 

Teknik analisis data dalam penelitian ini mengacu pada model interaktif Miles dan 

Huberman, yang meliputi tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan/verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan menyaring data penting sesuai fokus 

penelitian. Penyajian data disusun dalam bentuk narasi deskriptif sehingga memudahkan 
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peneliti dalam memahami pola-pola yang muncul. Selanjutnya, penarikan kesimpulan 

dilakukan secara terus-menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, hingga diperoleh 

temuan yang valid dan reliabel (Hunter & May, 2019; McGinley et al., 2019). 

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan empat kriteria uji 

kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Teknik member check 

dilakukan dengan mengonfirmasi hasil wawancara kepada informan, sedangkan peer 

debriefing dilakukan melalui diskusi dengan rekan sejawat guna menghindari bias peneliti. 

Dengan metode yang komprehensif ini, diharapkan penelitian mampu memberikan 

gambaran yang jelas dan mendalam mengenai permasalahan pengembangan karir anggota 

kepolisian di Satreskrim Polres Tomohon, serta memberikan rekomendasi yang aplikatif bagi 

perbaikan sistem yang ada (Moreno et al., 2024; Wallace, 2021). 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Pendidikan dan Pelatihan 

Pendidikan dan pelatihan merupakan pilar utama dalam pengembangan kompetensi 

anggota kepolisian. Di Satreskrim Polres Tomohon, pelaksanaan program pendidikan dan 

pelatihan belum mencapai tingkat optimal. Banyak anggota yang belum mendapatkan 

kesempatan mengikuti pelatihan fungsional sesuai dengan kebutuhan tugas di lapangan. 

Keterbatasan kuota pelatihan menjadi salah satu faktor utama yang menghambat 

pemerataan akses bagi seluruh anggota. 

Selain itu, materi pelatihan yang diselenggarakan sering kali bersifat umum dan kurang 

spesifik terhadap tantangan yang dihadapi dalam penyidikan kasus-kasus modern, seperti 

cyber crime atau tindak pidana korupsi. Dalam hal ini, penting diterapkannya prinsip Training 

Need Analysis (TNA) agar program pelatihan benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan 

kompetensi anggota di satuan tugas masing-masing. 

Pelaksanaan pelatihan juga terkendala oleh faktor anggaran yang terbatas. Program 

pelatihan yang bergantung pada alokasi dana pusat menyebabkan frekuensi pelatihan 

menjadi sangat minim dalam satu tahun. Hal ini berimplikasi pada rendahnya peningkatan 

kapasitas anggota secara berkelanjutan, padahal teori Pengembangan SDM menegaskan 
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bahwa pengembangan kompetensi harus dilakukan secara sistematis dan terus-menerus 

(Baek, 2020; Tyagi et al., 2023). 

Sebagian anggota mencoba mengatasi keterbatasan ini dengan mengikuti pelatihan 

mandiri di luar institusi. Namun, kendala biaya pribadi dan waktu kerja menjadi penghalang 

signifikan. Minimnya dukungan institusi terhadap inisiatif ini menunjukkan belum adanya 

budaya organisasi yang mendorong pengembangan diri secara proaktif. 

Penerapan strategi pengembangan SDM yang efektif membutuhkan komitmen institusi 

untuk tidak hanya menyediakan pelatihan, tetapi juga memastikan bahwa setiap program 

pelatihan memiliki relevansi tinggi terhadap kebutuhan operasional di lapangan. Evaluasi 

rutin terhadap efektivitas pelatihan juga diperlukan agar program tidak hanya menjadi 

formalitas. 

Dengan demikian, pendidikan dan pelatihan di Satreskrim Polres Tomohon perlu 

diarahkan pada model pengembangan berbasis kebutuhan riil dan didukung oleh kebijakan 

yang mendorong partisipasi aktif anggota. Hal ini akan menciptakan SDM yang adaptif, 

profesional, dan siap menghadapi tantangan penegakan hukum yang semakin kompleks. 

2. Promosi Jabatan 

Promosi jabatan seharusnya menjadi bentuk apresiasi terhadap kinerja, kompetensi, dan 

dedikasi anggota kepolisian. Namun, di Satreskrim Polres Tomohon, pelaksanaan promosi 

jabatan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait transparansi dan 

objektivitas. Banyak anggota merasa bahwa proses promosi belum sepenuhnya 

mencerminkan prinsip keadilan dan profesionalisme. 

Dalam teori Merit System, promosi jabatan harus didasarkan pada pencapaian kinerja dan 

kompetensi yang terukur, bukan pada faktor subjektif atau hubungan personal. Ketika prinsip 

ini tidak diterapkan, maka akan muncul ketidakpuasan di kalangan anggota, yang pada 

akhirnya berdampak negatif terhadap motivasi dan produktivitas kerja (Böhm et al., 2023; 

Saran, 2019). 

Ketiadaan standar penilaian yang jelas juga menjadi persoalan utama. Tanpa indikator 

kinerja yang terukur, proses promosi menjadi bias dan sulit dipertanggungjawabkan. Padahal, 

teori Performance Appraisal menekankan pentingnya evaluasi kinerja yang objektif sebagai 

dasar pengambilan keputusan dalam pengembangan karir. 
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Selain masalah sistem, jumlah jabatan yang tersedia untuk dipromosikan juga sangat 

terbatas. Struktur organisasi yang kaku menyebabkan banyak anggota stagnan di posisi yang 

sama dalam waktu lama, meskipun telah memenuhi kualifikasi untuk naik jabatan. Hal ini 

menunjukkan perlunya reformasi struktural agar peluang promosi lebih terbuka. 

Sebagai pembanding, institusi kepolisian di beberapa negara maju telah menerapkan 

sistem promosi berbasis kinerja dengan akses transparan terhadap hasil evaluasi. Praktik ini 

terbukti meningkatkan kepercayaan anggota terhadap sistem dan mendorong semangat 

untuk terus meningkatkan kompetensi. 

Oleh karena itu, Satreskrim Polres Tomohon perlu membangun sistem promosi yang 

transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi. Penerapan Key Performance Indicator (KPI) 

serta evaluasi periodik yang terstandarisasi dapat menjadi langkah awal menuju sistem 

promosi yang lebih adil dan memotivasi anggota untuk berprestasi. 

3. Hambatan Motivasi 

Motivasi kerja merupakan elemen penting yang menentukan kualitas kinerja anggota 

kepolisian. Di Satreskrim Polres Tomohon, motivasi anggota untuk mengikuti program 

pengembangan karir masih tergolong rendah. Salah satu penyebab utamanya adalah 

tingginya beban kerja yang membuat anggota kesulitan membagi waktu antara tugas rutin 

dan kesempatan pengembangan diri. 

Teori Two-Factor Herzberg menjelaskan bahwa motivasi dipengaruhi oleh dua aspek, 

yaitu faktor pemicu (motivator) seperti penghargaan dan pengembangan diri, serta faktor 

lingkungan kerja (hygiene factors) seperti kondisi kerja dan kebijakan institusi. Di Satreskrim, 

kedua faktor ini belum terpenuhi secara optimal, sehingga memicu penurunan semangat 

kerja anggota (Ser & Webber, 2024; Thai et al., 2024; Thant & Chang, 2021). 

Kurangnya apresiasi terhadap anggota yang berprestasi juga menjadi hambatan 

signifikan. Penghargaan yang minim membuat anggota merasa bahwa usaha mereka dalam 

meningkatkan kompetensi tidak dihargai oleh institusi. Hal ini bertentangan dengan prinsip 

dasar motivasi, di mana pengakuan atas pencapaian merupakan pendorong utama bagi 

individu untuk terus berkembang. 

Selain itu, lemahnya sistem komunikasi internal menyebabkan banyak anggota tidak 

mengetahui informasi terkait peluang pelatihan atau promosi. Kurangnya sosialisasi program 
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pengembangan karir ini menunjukkan adanya kekurangan dalam manajemen informasi yang 

efektif di lingkungan kerja. 

Teori Hierarki Kebutuhan Maslow juga relevan dalam konteks ini, di mana kebutuhan akan 

aktualisasi diri belum terpenuhi karena hambatan struktural dan budaya organisasi yang 

belum mendukung pengembangan karir secara maksimal. Anggota yang tidak mendapatkan 

kesempatan untuk berkembang cenderung mengalami stagnasi motivasi. 

Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan strategi yang komprehensif, mulai dari 

pengaturan beban kerja yang proporsional, pemberian penghargaan yang jelas atas prestasi, 

hingga penguatan sistem komunikasi internal. Selain itu, pimpinan satuan harus berperan 

aktif dalam memotivasi anggota dan menciptakan budaya kerja yang mendorong 

pengembangan diri berkelanjutan. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan karir anggota kepolisian di 

Satreskrim Polres Tomohon masih menghadapi berbagai kendala yang signifikan. Pelaksanaan 

pendidikan dan pelatihan belum optimal akibat keterbatasan kuota, materi yang kurang 

relevan, serta minimnya dukungan institusi terhadap inisiatif pengembangan diri. Hal ini 

berdampak pada rendahnya peningkatan kompetensi anggota dalam menghadapi tantangan 

tugas yang semakin kompleks. 

Proses promosi jabatan juga belum sepenuhnya berjalan sesuai prinsip meritokrasi. 

Ketiadaan standar penilaian yang jelas, minimnya transparansi, serta terbatasnya jumlah 

jabatan yang tersedia menyebabkan stagnasi karir bagi banyak anggota. Kondisi ini 

menurunkan motivasi dan semangat kerja, sehingga berpotensi menghambat kinerja optimal 

satuan. 

Motivasi anggota dalam mengikuti program pengembangan karir dipengaruhi oleh 

tingginya beban kerja, kurangnya apresiasi, serta lemahnya sistem komunikasi internal. 

Hambatan-hambatan ini memperkuat pentingnya reformasi sistem manajemen SDM di 

lingkungan Satreskrim agar lebih mendukung pengembangan kompetensi dan 

profesionalisme anggota. 
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Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, terdapat beberapa langkah strategis 

yang perlu ditempuh guna mengatasi berbagai permasalahan dalam pengembangan karir 

anggota kepolisian di Satreskrim Polres Tomohon. Saran-saran berikut disusun sebagai 

rekomendasi praktis untuk memperbaiki sistem yang ada, mendorong peningkatan 

kompetensi, serta memotivasi anggota dalam mencapai kinerja optimal sesuai dengan 

tuntutan profesionalisme dan dinamika penegakan hukum saat ini. 

1. Optimalisasi Program Pendidikan dan Pelatihan: Institusi perlu melakukan analisis 

kebutuhan pelatihan (TNA) secara berkala dan memastikan materi pelatihan relevan 

dengan tugas penyidikan serta perkembangan kejahatan modern. 

2. Reformasi Sistem Promosi Jabatan: Diperlukan penerapan sistem promosi berbasis 

kinerja dan kompetensi yang transparan, dengan indikator penilaian yang jelas dan 

terukur untuk mendorong motivasi anggota. 

3. Peningkatan Motivasi Kerja: Institusi harus memberikan apresiasi yang nyata kepada 

anggota berprestasi melalui penghargaan, insentif, dan kesempatan pengembangan 

karir yang adil. 

4. Perbaikan Sistem Komunikasi Internal: Perlu adanya sistem informasi yang efektif 

untuk menyosialisasikan peluang pelatihan dan promosi, sehingga seluruh anggota 

mendapatkan akses yang sama terhadap program pengembangan karir. 

5. Pengaturan Beban Kerja: Distribusi tugas perlu diatur secara proporsional agar 

anggota memiliki waktu yang cukup untuk mengikuti program pengembangan diri 

tanpa mengabaikan tanggung jawab utama. 
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